PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR   8   TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,
	Menimbang 
	:
	a. bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 35 Seri E 15);
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu diubah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah;


	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011   Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan  Ibukota  Kabupaten  Solok  dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 35 Seri E 15);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK 

dan
BUPATI SOLOK
MEMUTUSKAN:
	Menetapkan
	:
	PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN  AIR TANAH.


Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 35 seri E 15) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2 A, sehingga Pasal 2 A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2 A

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada cekungan air tanah, dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
(1) Data dan informasi hasil inventarisasi air tanah digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.

(2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan SKPD teknis dan unsur masyarakat terkait.

(3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :

a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan   air tanah; dan

b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman,   rawan, kritis dan rusak.

(4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/ atau lingkungan air tanah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah,  sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
(1) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah pada cekungan air  tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
(2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. sebaran dan karakteristik akuifer;

b. kondisi hidrogeologis;

c. kondisi dan lingkungan air tanah;

d. kawasan lindung air tanah;

e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;

f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan

g. ketersediaan air permukaan.
(3) Penetapan zona peruntukan air tanah dilakukan     dengan mempertimbangkan:
a. kuantitas dan kualitas air tanah;
b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air   tanah;
c. jumlah dan  sebaran  penduduk  serta  laju  pertambahannya;
d. proyeksi kebutuhan air tanah;dan 
e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
(4) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  acuan  dalam  penyusunan  rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang.
(5) Zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30
(1) Pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah hanya dapat dilaksanakan  setelah memperoleh izin.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan informasi :

a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;

b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan

c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari :

a. pemerintah untuk cekungan air tanah lintas provinsi   dan lintas negara;dan
b. pemerintah provinsi untuk cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

(5) Bupati selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, atau menolak permohonan tersebut disertai dengan  alasannya.

(6) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30               (tiga  puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan     alasannya.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 30 A, sehingga Pasal 30 A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30 A
(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar atau lebih dari 2 (dua) liter per detik wajib melakukan eksplorasi air tanah.

(2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :

a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;

b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan 
c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32
Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan  air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 33
(1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32  diberikan oleh Bupati Solok setelah memperoleh rekomendasi teknis.

(2) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan :

a. ketersediaan air tanah;

b. kondisi dan lingkungan air tanah; dan/ atau

c. persyaratan lainnya berupa :
1. rekomendasi Wali Nagari;

2. data pemakaian air 3 (tiga) bulan terakhir; dan
3. bukti setoran pembayaran pajak air tanah.
8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 33 A, sehingga Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 33 A
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin   pengusahaan air tanah, berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin.
9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34
(1) Pemegang izin diwajibkan :

a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;

b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur;

c. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;

d. membayar pajak air tanah;

e. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
f. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk mengatur jumlah pemakaian atau pengusahaan air tanah.

(2) Pemegang izin dilarang:

a. memindahtangankan izin yang diberikan; dan 
b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukkannya.

10. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 34 A, sehingga Pasal 34 A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34 A
(1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian air tanah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35
(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;

b. izin dikembalikan; atau

c. izin dicabut.

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemegang izin.
12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 36
(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.

(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau  badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :

a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan

b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42

(1) Semua data dan informasi air tanah hasil dari kegiatan inventarisasi, konservasi yang ada pada instansi/ lembaga pemerintah dan swasta disampaikan kepada Bupati.
(2) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan inventarisasi dan konservasi air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu.
(3) Data air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. konfigurasi cekungan air tanah;

b. hidrogeologi;

c. potensi air tanah;

d. konservasi air tanah;

e. pendayagunaan air tanah;

f. kondisi dan lingkungan air tanah;

g. pengendalian dan pengawasan air tanah;

h. kebijakan dan pengaturan air tanah; dan

i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

(4) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan inventarisasi dan konservasi berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data informasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Diantara Bab XI dan XII disisipkan satu Bab baru yakni Bab XI A dengan Pasal 43 A dan 43 B, sehingga Bab XI A berbunyi sebagai berikut :
BAB XI A
SANKSI  ADMINISTRATIF

Pasal 43 A
(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30 A, Pasal 34 A dan Pasal 36.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan 

c. pencabutan izin.

Pasal 43 B
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 A ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30 A, Pasal 34 A atau Pasal 36.

(2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis, dikenakan sanksi penghentian sementara.
(3) Penghentian sementara seluruh kegiatan dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(4) Setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dikenakan sanksi pencabutan izin.
   Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal                    

BUPATI SOLOK,










   Dto.

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal                     

    SEKRETARIS DAERAH

      KABUPATEN SOLOK,

        Dto.
  M. SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014 NOMOR  
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL
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